Meni
a.

UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOVOR 38 TAHUN 2000 (38/2000)
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVI NSI' GORONTALO

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang:

bahwa berhubung dengan perkenbangan dan kemajuan Propi nsi
Sul awesi Utara pada unmummya, Kabupaten Gorontal o, Kabupaten
Boal enrbo dan Kota Gorontalo pada khususnya, serta adanya
aspi rasi yang berkenbang dal am masyarakat, di pandang perlu
meni ngkat kan penyel enggar aan peneri nt ahan, pel aksanaan
penbanguan dan penbi naan kemasyarakatan guna nenjanin
per kembangan dan kemaj uan pada nasa yang akan dat ang;

bahwa sehubungan dengan hal t er sebut di atas dan
nmenper hati kan kemanpuan ekonom, potensi daerah, sosial
budaya, sosial politik, jumah penduduk, l|uas daerah dan
pertinmbangan |ainnya di Kabupaten Gorontal o, Kabupaten
Boal enrb dan Kota Gorontalo serta neningkatnya beban tugas
dan volunme Kkerja di bidang penerintahan, penbangunan dan
kemasyarakatan di Propinsi Sulawesi Utara, perlu dibentuk
Provi nsi Gorontal o.

bahwa penbentukan Provinsi Gorontal o akan dapat nendorong
peni ngkat an pel ayanan di bidang penerintahan, penbangunan
dan penbi naan kenmasyarakatan serta nenberikan kemanpuan
dal am penanfaatan potensi daerah untuk nenyel engarakan
ot onom daer ah.

bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c¢ serta berdasarkan
Undang- undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang Penerintahan
Daer ah, penbentukan Provinsi CGorontalo harus ditetapkan
dengan Undang- undang.

Mengi ngat :
1.

Pasal 5 ayat (1), Pasl 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20
ayat (1) dan Pasal 21 Undang- Undang Dasar Republik | ndonesi a
1945;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Penbentukan
Daer ah-daerah Tingkat |[1 D Sulawesi (Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesia Tahun 1959 Nonor 74, Tanbahan Lenbaran
Negara Republik | ndonesia Nonor 1822);

Undang-undang Nonor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 2 Tahun
1964 tentang Penbentukan Daerah Tingkat | Sul awesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan Mengubah
Undang- undang Nonor 47 PRP Tahun 1960 tentang Penbentukan
Daerah Tingkat | Sul awesi Ut ara-Tengah dan Daerah Ti ngkat |
Sul awesi Sel atan (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
1964 Nonor 7), nmenjadi Undang-undang (Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesia Tahun 1964 Nonor 94, Tanbahan Lenbaran
Negara Republi k I ndonesia Nonor 2687);



*12433 4. Undang-undang Nonor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil an
Rakyat dan Dewan Perwakil an Rakyat Daerah (Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesia Tahun 1999 Nonor 24, Tanbahan Lenbaran
Negara Republi k I ndonesia Nonor 3811);

Undang- undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang Penerintahan
Daer ah (Lenbaran Negara Republi k Indonesia Tahun 1999 Nonor
60, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perinbangan
Keuangan antara Penerintah Pusat dan Daerah (Lenbaran Negara
Republi k 1 ndonesia Tahun 1999 Nonor 72, Tanbahan Lenbaran
Negara Republik | ndonesia Nonor 3848);

Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Penbentukan
Kabupat en Boal eno (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
1999 Nonor 178, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 3899);

Undang- undang Nonmor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang- undang Nonmor 3 Tahun 1999 tentang Pem|ihan Unmum
(Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000 Nonor 71,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 3959;

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

MVEMUT USKAN:

Menet apkan:
UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVI NSI GORONTALO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am undang- undang i ni yang di naksud dengan

1

Daer ah adal ah Daerah O onom sebagai mana di maksud dal am Pasal

1 huruf i Undang-undnag Nonor 22 Tahun 1999 tentang
Peneri nt ahan Daer ah;
W | ayah Adm ni strasi adal ah wi | ayah kerja  Gubernur

sebagai mana di naksud dalam Pasal 1 huruf | Undang-undang
Nonor 22 Tahun 1999 tentang Penerintahan Daer ah;

Propinsi Sulawesi Uara adalah Daerah O onom sebagai nana
di mksud dal am Undang-undang Nonor 13 Tahun 1964 tentang
Penet apan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor
2 Tahun 1964 tentang Penbentukan Daerah Tingkat | Sul awesi

Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
Mengubah Undang-undang Nonmor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Penbent ukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan

Daerah Tingkat | Sul awesi Sel atan (Lenbaran Negara Republik
I ndonesi a Tahun 1964 Nonor 7), nenjadi Undang-undang;
Kabupaten Gorontalo adalah Daerah (OQtonom sebagai mana
di maksud dal am Undang-undang Nonor 29 Tahun 1959 tentang
Penbent ukan Daer ah- daerah Tingkat 11 di Sul awesi;



*12434 5. Kota Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagai mana
di maskud dal am Undang-undang Nonor 29 Tahun 1959 tentang
Penbent ukan Daer ah- daerah Tingkat 11 di Sul awesi;

6. Kabupat en Boal eno adal ah Daerah O onom sebagai mana di maskud
dal am Undang- undang Nonor 50 Tahun 1999 tentang Penbent ukan
Kabupat en Boal eno.

BAB I |
PEMBENTUKAN, BATAS W LAYAH DAN | BUKOTA

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Provinsi Gorontal o dal am
wi | ayah Negara Kesat uan Republik I ndonesi a.

Pasal 3

Provinsi Gorontal o berasal dari sebagian w | ayah Propinsi
Sul awesi Utara yang terdiri atas w | ayah
1. Kabupat en Goront al o;
2. Kabupat en Boal env;
3. Kot a Goront al o.

Pasal 4
Dengan di bentuknya Provinsi Corontal o, sebagai mana di maksud

dal am Pasal 2, wlayah Propinsi Sulawesi Utara dikurangi dengan
wi | ayah Provinsi Gorontal o sebagai mana di naskud dal am Pasal 3.

Pasal 5
(1) Provinsi Gorontal o nenpunyai batas w | ayah :
a. sebel ah utara dengan Laut Sul awesi ;
b. sebel at timur dengan Propinsi Sul awesi Ut ara;
C. sebel ah sel atan dengan Tel uk Tom ni; dan
d. sebel ah barat dengan Propi nsi Sul avesi Tengah.

(2) Batas w layah sebagai mana di neksud dal am ayat (1) dituangkan
dalam peta yang nerupakan bagian tidak terpisahkan dari
undang- undang i ni .

(3) Penentuan batas w layah Provinsi Gorontalo, yang neliputi
Kabupat en Gorontal o, Kabupaten Boal enb, dan Kota Gorontal o,
secara pasti dil apangan sebagai mana di naksud dal am ayat (1),
di t et apkan ol eh Menteri Dal am Negeri dan O onom Daer ah.

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Provinsi Gorontal o sebagai mana di naksud
dal am Pasal 2, yang w | ayahnya sebagai nana di naksud dal am
Pasal 3, Pemerintah Provinsi Gorontal o wajib nenetapkan Tata
Ruang W/l ayah Provinsi Gorontalo sesuai dengan peraturan
per undang- undangan.

(2) Penetapan Tata Ruang W/ ayah Provinsi CGorontal o sebagai mana
di maksud dal am ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak



terpi sahkan dari Sistem Tata Ruang W | ayah Nasi onal ,
*12435 Propi nsi dan Kabupat en/ Kot a.

Pasal 7
Il bu kota Provinsi Gorontal o berkedudul an di Kota Gorontal o.

BAB | |1
KEVENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Provinsi CGorontalo, kewenangan Propinsi
sebagai Daerah O onom nencakup bidang penerintahan yang

bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dal am
bi dang penerintahan tertentu | ai nnya, kecuali bidang politik
| uar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, noneter dan

fiskal, agama, serta kewenangan bidang |ain, sesuai dengan
per at ur an per undang- undangan.

(2) Disanping kewenangan sebagai mana di maksud dal am ayat (1),
Provinsi Gorontalo juga mnenpunyai kewenangan penerintahan
yang tidak atau bel um dapat dil aksanakan kabupaten dan kot a.

(3) Kewenangan Provinsi Gorontalo sebagai wlayah adm nistras
mencakup kewenangan penerintahan yang dilinpahkan kepada
@Qubernur Gorontal o sel aku waki| Penerintah.

BAB |V
PEVERI NTAHAN DAERAH

Pasal 9

Dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo, dibentuk Dewan
Perwaki |l an Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan
per at ur an per undang- undangan.

Pasal 10

Untuk nmem npin jal annya penerintahan di Provinsi Gorontal o,
di pili h dan di sahkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Corontal o, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk kel engkapan perangkat penerintahan di Pr opi nsi
Gorontal o, dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Deerah
Provinsi, Sekretariat Provinsi, D nas-dinas Provinsi dan |enbaga
tekni s provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 12



(1)

(2)

(3)

Pr ovi
usul

(1)

(2)

(1)

Dengan t er bent uknya Provi nsi CGor ont al o, pengi si an
keanggot aan Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Provi nsi

*12436 CGorontal o, untuk pertama kali dilakukan dengan cara :
a. penet apan berdasarkan perimbangan hasil perol ehan
suara partai politik peserta pemlihan Urum Tahun 1999 yang
di | aksanakan di daerah tersebut; dan

b. pengangkatan dari anggota Tentara Nasional |ndonesia
dan Kepolisian Republik Indonesi a.

Jum ah dan tata cara pengi sian keanggotaan Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Provinsi Gorontal o sebagai mana di maksud dal am
ayat (1) di t et apkan sesuali dengan per at uran
per undang- undangan.

Dengan terbentuknya Provinsi Gorontal o, jum ah anggota Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Uara tidak
berubah sanpai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daer ah hai sl pem |ihan umum beri kut nya.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Provinsi CGorontal o, penjabat Gubernur
nsi Gorontal o untuk pertama kali diangkat ol eh Presiden atas
Menteri Dal am Negeri dan Ot onom Daer ah.

Pasal 14

Untuk kel ancaran penyel enggaraan penerintahan di Provinsi
Corontal o, Gubernur Sulawesi Utara, sesuai dengan wewenang
dan tugasnya, nengiventarisasi dan nengatur penyerahan
hal - hal beri kut kepada Penerintah Provinsi Gorontal o, sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi

a. pegawai yang karena tugasnya di perl ukan ol eh Perreri nt ah
Provi nsi Gorontal o;
b. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak

bergerak yang dimliki, dikuasai dan/atau di manfaatkan ol eh
Peneri ntah Propinsi Sulawesi Utara yang berada dal am wi | ayah
Provi nsi Goront al o;

C. Badan Usaha M Iik Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang
kedudukan, sifat dan kegi atannya berada di Pr ovi nsi
Gor ont al o;

d. ut ang- pi utang Propinsi Sul awesi Utara yang kegunaannya
untuk Provinsi Corontal o; dan
e. per | engkapan kantor, arsip, dokunmen dan perpustakaan

yang karena sifatnya diperlukan ol eh Provinsi Gorontal o.
Pel aksanaan penyerahan sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
sel anbat - | anbat nya harus di sel esai kan dal am waktu 1 (satu)
tahun, terhitung sejak diresm kannya Provi nsi Gorontal o.

Pasal 15

Penmbi ayaan yang diperlukan akibat penbentukan Provinsi
Gorontal o sebagai mana di maksud dalam Pasal 2 di bebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Cor ont al o.



(2) Untuk kel ancaraan penyel enggaraan penerintahan, penbangunan
dan penbi naan kenmasyar akatan, terhitung sejak diresm kannya
*12437 penbentukan Provinsi CGorontalo, penbiayaan yang
di perl ukan pada tahun pertana sebel um dapat di susun Anggar an
Pendapat an dan Bel anja Daerah Provinsi Gorontal o di bebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Sul awesi
Utara berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari
Provinsi Gorontalo, dan Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Daer ah Kabupat en/ Kota di w | ayah Provinsi Corontal o.

(3) Penerintah Propinsi Sulawesi Utara waji b nmenbantu penbi ayaan
sebagai mana di naksud dalam ayat (1), nelalui Anggaran
Pendapat an dan Bel anj a Daerah Propinsi Sul awesi U ara sel ama
3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresm annya.

(4) Untuk Kkelancaraan penyel enggaraan tugas penerintahan,
penbangunan dan penbi naan kemasyar akat an, Peneri nt ah
menberi kan bantuan penbi ayaan sebagai akibat penbentukan
Provinsi Gorontalo selama 2 (dua) tahun berturut-turut
terhitung sejak peresm annya.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini Dberlaku
bagi Propi nsi  Sul anesi Uara tetap berlaku bagi Provi ns
Gorontal o sebel um peraturan perundang-undangan di maksud di ubabh,
di ganti atau di cabut berdasarkan undang-undang i ni.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya undang-undang ini, senua peraturan

perundang- undangan yang bertentangan dengan undang-undang in
di nyat akan tidak berl aku.

Pasal 18

Ketentuan |ebih |anjut yang diperlukan sebagai pel aksanaan
undang-undang ini diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 19

Undang- undang I ni mul ai ber| aku pada tanggal saat
di undangkan.

Agar setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

D sahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desenber 2000
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
ABDURRAHVAN WAHI D



D undangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desenber 2000

*12438 SEKRETARI S NEGARA REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DJCHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2000 NOMOR 258
LAVPI RAN LI HAT FI SI K

PENJ ELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 38 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVI NSI' GORONTALO

l. UMUM

Kabupat en Gorontal o, Kabupaten Boal enb, dan Kota Gorontal o
dengan luas w layah keseluruhan nencapai 12.215,44 knR2, yang
nmer upakan bagian dari Pr opi nsi Sul awesi U ara sebagai mana
di mksud dal am Undang-undang Nonor 13 Tahun 1964 tentang
Penet apan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 2
Tahun 1964 tentang Penbentukan Daerah Tingkat | Sul awesi Tengah

dan dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan Mengubah
Undang- undang Nonmor 47 PRP Tahun 1960 tentang Penbent ukan Daer ah
Tingkat | Sul awesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat | Sul awesi

Tenggara (Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1964 Nonor 7),
menj adi Undang- undang, telah nenunjukan perkenbangan yang pesat,
khususnya di bidang pel aksanaan penbangunan dan peningkatan
j um ah penduduk, yang pada tahun 1990 berjum ah 715.443 jiwa dan
pada tahun 1999 neni ngkat nenjadi 844.737 jiwa dengan pertunbuhan
rata-rata 2% per tahun. Hal ini nengaki bat kan bertanbahnya beban
tugas dan volunme kerja dalam penyel enggaraan penerintahan,
penmbangunan dan penbi naan kemasyar akat an

O eh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di
bi dang penerintahan, penbangunan dan kenmasyarakatan dal am rangka
nmeni ngkat kan taraf hidup dan kesej ahteraan nasyarakat di w | ayah
Kabupat en Goront al o, Kabupaten Boal eno dan Kota Gorontal o.

Secara geografis wlayah Kabupaten GCorontalo, Kabupaten
Boal enbo dan Kota GCorontal o nenpunyai kedudukan yang strategis
ditinjau dari segi politik, ekonom,6 sosial budaya, pertahanan
dan keamanan, serta berada pada posisi strategis jalur pelayaran
i nt ernasi onal Laut Sul awesi dan Sanudera Pasifi k. Apabila dilihat
dari potensi daerah wlayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten
Boal enrbo dan Kota Gorontal o yang antara |ain nenpunyai potensi
hut an, pert anbangan, pertani an, per hubungan, i ndustri dan
per dagangan, perikanan serta pariwi sata yang potensial dan
menpunyai prospek yang bai k bagi penenuhan kebut uhan pasar dal am
negeri dan |luar negeri.

Ber dasarkan hal tersebut di atas dan nenperhati kan aspirasi



masyar akat yang berkenbang dan sejalan dengan kebutuhan
penyel enggar aan penerintahan, penbangunan dan pelayanan *12439
masyar akat, maka wlayah yang neliputi Kabupaten Gorontal o,
Kabupaten Boalenp dan Kota Gorontalo perlu dibentuk nenjadi
Provi nsi Gorontal o.

Sel anj utnya sej al an dengan jiwa dan semangat yang terkandung
dal am Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang Penbentukan
Daer ah dan Undang-undang Nonor 25 Tahun 1999 tentang Perinbangan
Keuangan antara Penerintah Pusat dan Daerah, gagasan penbentukan
Provinsi CGorontalo yang neliputi Kabupaten Gorontal o, Kabupaten
Boal eno telah nenbulatkan tekad DPRD Kabupaten Gorontal o,
Kabupaten Boal enb dan Kota Gorontalo untuk nerespon aspirasi
masyar akat nya agar dapat |ebi h neni ngkatkan daya guna dan hasi
guna penyel enggaraan penerintahan, pelaksanaan penbangunan dan
pel ayanan kepada masyarakat serta untuk |ebi h neni ngkat kan peran
aktif masyarakat. D sisi lain, sesuai dengan aspirasi mnasyarakat
yang sejalan dengan kebutuhan penbangunan dan penerintahan di
Propi nsi Sul awesi Utara, nmaka Propinsi Sul awesi Utara di nekarkan
menj adi dua provinsi yaitu Propinsi Sulawesi Uara dan Provinsi
Gor ont al o.

Dal am rangka pengenbangan w | ayah dan nelihat potensi yang
dimliki Kabupaten CGorontal o, Kabupaten Boalenp dan Kota
Gorontalo serta guna menmenuhi kebutuhan pada masa yang akan
dat ang, terutama dal am hal peningkatan sarana dan prasarana serta
untuk kesatuan perencanaan dan penbinaan w | ayah, nmaka Sistem
Tata Ruang W/l ayah Propinsi Gorontalo harus benar-benar
di opti mal kan penat aannya serta di konsolidasi kan jaringan sarana
dan prasarananya dal am satu si stem kesat uan pengenbangan terpadu
dengan Propinsi Sul awesi Ut ara.

1. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup jel as
Pasal 2
Cukup j el as
Pasal 3
Cukup jel as
Pasal 4
Cukup j el as
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)
Peta sebagai mana di maksud dal am ayat ini adal ah peta
wi | ayah Pr ovi nsi Gorontal o dal am bent uk | anpi ran

undang- undang i ni .



Ayat (3)
Penet apan batas wi | ayah secara pasti di |apangan antara
*12440 Provinsi Gorontalo dan Propinsi Sul awesi U ara
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Oonom Daerah
setelah nenperti nbangkan usul Guber nur Gorontal o dan
Guber nur Sul awesi Uara yang didasarkan atas hasil
penelitian, pengukuran dan pemat okan di | apangan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup j el as

Ayat (2)

Dal am rangka pengenbangan Provinsi Gorontalo sesuai
dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan
pel aksanaan penyel enggaraan penerintahan serta penbangunan
pada masa yang akan datang, dan untuk pengenbangan sarana
dan prasarana penerintahan dan penbangunan, di perl ukan
adanya kesatuan perencanaan penbangunan. Untuk itu, Tata
Ruang W/ ayah Provinsi Gorontalo harus benar-benar serasi
dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan Sistem
Rencana Tata Ruang WIlayah Nasional, Pr ovi nsi dan
Kabupat en/ Kot a.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan Kota Gorontalo sebagai |Ibu kota
Provinsi Corontal o adal ah sel uruh wi | ayah Kota Gorontal o.
Pasal 8
Cukup j el as
Pasal 9
Cukup jel as
Pasal 10
Cukup j el as
Pasal 11

Penbent ukan di nas-di nas provinsi dan | enbaga teknis provinsi
harus di sesuai kan dengan kebutuhan dan kemanpuan provinsi.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang di maksud dengan daerah tersebut adal ah
Kabupat en Goront al o, Kabupat en Boal eno dan Kota Gorontal o.
Huruf b
Cukup jel as

Ayat (2)
Cukup j el as

Ayat (3)



Cukup jel as

*12441 Pasal 13
Pej abat Gubernur Gorontal o nel aksanakan tugas sanpai dengan
di l anti knya Gubernur dan Wkil Gubernur Gorontalo hasil
pem | i han Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Provinsi CGorontalo.

Pasal 14
Ayat (1)

Dengan di bentuknya Provinsi Gorontal o, untuk nencapa
daya guna dan hasil guna dal am penyel enggar aan peneri nt ahan,
penbangunan dan kemasyarakatan, di gunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengakapannya dan fasilitas
umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh
Instansi Penerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang
berada di Kabupaten Corontal o, Kabupaten Boal enbo dan Kota
Gor ont al o.

Dal am rangka tertib adm nistrasi, diperlukan tindakan

hukum berupa penyerahan dari Penerintah Propinsi Sul awesi
Utara kepada Penerintah Provinsi Gorontal o. Dem kian pula
hal nya Badan Usaha M ik Daerah Propinsi Sul awesi Utara yang
tenpat kedudukan dan Kkegi atannya Dberada di Kabupat en
Gorontal o, Kabupaten Boal enbo dan Kota Gorontal o, diserahkan
kepada Penerintah Provinsi Gorontalo.
Begitu juga utang-piutang Propinsi Sulawesi Utara yang
kegunaannya unt uk pengenbangan Kabupat en Cor ont al o,
Kabupaten Boaleno dan Kota Gorontalo diserahkan kepada
Provi nsi Gorontal o.

Ber kenaan dengan pengat uran penyerahan tersebut, dibuat
daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang di naksud sejak diresm kannya Provinsi Gorontalo
adalah terhitung sejak dilantiknya Pejabat Quber nur
CGorontal o, didahului dengan peresm an penbentukan Provins
Gorontal o ol en Menteri Dal am Negeri dan Ot onom Daerah atas
nama Presi den Republik | ndonesia.

Setelah satu tahun peresm an Provinsi Gorontal o,
Qubernur  Sul awesi Uara dan Gubernur Gorontalo wajib
nmel apor kan pel aksanaan penyer ahan sebagai mana di maksud dal am
ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Qonom Deerah
unt uk penganbi | an kebi j akan | ebi h | anj ut.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang di maksud dengan penbiayaan adalah biaya yang
di peruntukkan bagi penbangunan gedung perkantoran, rumah
di nas, perlengkapan kantor, sarana nobilitas, serta biaya
operasi onal bagi kel ancaran penyel enggaraan penerintahan,
penmbangunan dan kemasyar akat an

Ayat (2)
Cukup jel as



Ayat (3)
*12442 Cukup j el as

Ayat (4)

Bantuan yang diberikan Penerintah nelalui APBN tidak
mengur angi peneri maan Provinsi Gorontal o yang bersunber dari
dana peri nbangan keuangan.

Pasal 16
Cukup j el as

Pasal 17
Cukup jel as

Pasal 18
Cukup j el as

Pasal 19
Cukup jel as
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